
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR S TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DEN(3i~N I~AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang: a. bahwa clengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Peratul'an Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pajak
Penerang'3n Jalan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan
dengan ketentuan yan9 ada;

b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf <3, perlu mernbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin tentang Pajak Penerangan Jalan.

Mfngingat . 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan
Daerah Tingkat \I dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor :)209);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985
tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3317);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonet;\a Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang .
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7. Undang ..Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang ..Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

;) Undann ..LJndang Nomor 28 Tahun 2009 tentann Pajak Daerall
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun ::W09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia !'Jomor 5(49);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang
Penyecliaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara
Republif, Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3394 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Repllblik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penjllalan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun :WOO Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4050);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan
Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 249 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4051);

14. Peraturan Pemerinlah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang
Penyediaan (jan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3394);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republil< Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Keputusan .
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18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;

19. Peraturan[)aerah f<abupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36);

20. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2008 tentang
. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

Dengan persetujuan bersama

DEWJ\N PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN

PERATUf~AN DAER)I,H TENTANC; PAJAK PENERANG/,N JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Unsur Pelaksana
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

7. PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.

8. Pajak .
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8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9 'pajak Penerangan ,lalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah
pajak atas penggunaan tenaga Iistrik, baik yang dihasilkan sendiri
maupun diperoleh dari sumber I.ain.

10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sarna dengan tahun kalender.

11. Surat P(;mberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan perhitungaf) dan pembayaran pajak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

12. Surat Seloran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKS, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak
yang rnenentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN, aclalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sarna besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

16. Surat I(etetapan Pajak Daerah Lebih Sayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLEI, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanks]
administratif berupa bunga dan/atau denda.

18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan terlentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Sayar Tambahan, Sural Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Sural Ketetapan Pajak Daerah Lebih Sayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Sural Kepulusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

19. Surat. .....
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19 Sural Kepulusan Keberalan adalah sural kepulusan alas
keberalan lerhadap , Sural Kelelapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Sural Kelelapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Sural Kelelapan Pajak Daerah Nihil, Sural Kelelapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, alau terhadap pemolongan alau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

20. PCltusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

21. PemunlJulan adalah suatu rangkaian kegialan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

22. Pembukuan adalah suatu proses peneatatan yang dilakukan
seeara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan
yang melipuli harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya
serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraea
dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak tersebut.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukli yang dilaksanakan
seeara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksElnakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

24. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

25. Penyiclikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyiciik untuk meneari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan
daerah yang terjadl serta menemukan tersangkanya.

26. .luru Sita Pajak adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan
penyil,lan don menguasai barang atau harta wajib pajak guna
dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya
meliputi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

28. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

29. Penetapan pajak seeara jabatan adalah penetapan besarnya
pajak terhutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat
yang dltunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain
yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB 11......



BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

,
Pasal2

(1) Nama Pajak adalah Pajak Penerangan Jalan yang dipungut
kepada setiap pengguna tenaga listrik dalam Wilayah Kabupaten.

(2) Objek Pajak Penerangan Jaian adalah penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber
lain.

(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi seluruh pembangkit Iistrik.

(4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan

Pemerintah Daerah;
b. penggunaan tenaga Iistrik pada tempat-tempat yang

digunakan oleh kedutaan, konsuiat, dan perwakilan asing
dengan asas timbal balik;

c. penggunaan lenaga Iistrik yang dihasilkan sendiri dengan
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi
teknis terkait.

Pasal3

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau
Badan yang dapat menggunakan tenaga Iistrik.

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan
yang menggunakan tenaga listrik.

(3) Dalam 11altenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak
Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

BAB III

DASAR PENGEI'-lAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal4

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual
Tenaga Listrik

(2) Nilai Jual Ten2lga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetd[,kdll .

a dalarn hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan
pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan
biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian
kWhivariabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

b. dalam .



-7 -

b. dalam hal tenaga Iistrik dihasilkan sendiri, Nilal Jual Tenaga
Listrik dihitung .berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat
penggunaan Iistrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan
harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah
Kabupaten lVIusiBanyuaslll.

Pasal5

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

(1) Penggunaan tena!Ja listrik dari sumber lain aleh industri,
pertamban!~an minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak
Penerclngan Jalan c1itetapkansebesar 3% (tiga persen).

(2) Penggunaan tenaga Iistrik yang dihasilk,an sendiri, tarif Pajak
Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu kama lima
persen)

(3) Penggunaan tenaga Iistrik selain dari ayat (1) dan ayat (2), tar if
Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 8 % (delapan
persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal6

Pajak Penerangan Jalan yang te~utang dipungut di wilayah Kabupaten
Musi Banyuasin

Pasal?

Besaran pakok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan
c1asar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BABV

MASA PA,J!~K,SAAT PAJAK,TERUTANG DAN SURAT

PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9.. ' , '
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Pasal 9

(1) Bagi pelayanan listrik yang berasal dari sumber lain, pajak
'terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkan Tagihan
Rekening Listrik.

(2) 8agi pengguna Iis,trik lainnya yang berasal dihasilkan sendiri,
pajak terulang dalam masa pajak terjadi sejak disampaikannya
SPTPD oleh wajib pajak ke Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal10

(1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) harus diisi
dengan ketentuan :

a. Seliap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang
dihasilkan sendiri wajib me[1gisi SPTPD, dengan jelas, benar
dan lengkap.

b. Wajib Pajak yang menggunakan listrik yang berasal dari
sumber lain, daftar rekening Iistrik yang diterbitkan oleh
penyedia tenaga listrik merupakan SPTPD.

(2) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada
Bupati paling lambat 15 (lima be/as) hari sete/ah berakhir masa
pajak.

(3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana ayat (2)
jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD
jatuh pada hari kerja berikutnya.

(4) Bentuk, isi, tata cara penerbitan, tata cara pengisian dan
penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT dialur dengan
Peraturan Bupati.

BABVI

TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal11

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung,
menelapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terulangnya
pajak, Bupali dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1)

2)

3)

jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain, pajak yang terulang tidak atau kurang dibayar;

jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan setelah ditegur
secara terlulis lidak disampaikan pada waklunya
sebagaimana dilenlukan dalam Surat Teguran;

jika kewajiban mengisi SPTPD lidak dipenuhi, pajak
yang lerulang dihilung secara jabalan.

b. SKPDKBT .
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b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang
semula belum terungkap yimg menyebabkan penambahan
jurnlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

(3) Jurnlah kekurangan pajak yang terutang dalarn SKPDKB
sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf a angka 1) dan angka
2) dikenakan sanksi adrninistratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) seblilan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibaym lIntuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh ampat)
bulan cfihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDI<BT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi
"drnilli<;lrdtif uerup2Jkenaikan sebesar "100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan
jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

(6) JlImlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaf<o,ud pade aya! (2) huruf a angka 3) dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 12

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak yan~1 membayar sendiri Pajak yang terutang
berdasarkan SPTPD.

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri
dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau
SKPDKBT.

BAB VII

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 13

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah
hitung;

c Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

(2) Jumlah .
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(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebag,aimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan
sejak saat terutangnya pajak.

BABVIII

T)\TA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu ditentukan dalam SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputw<ClnKeber3tan, dan Putusan Banding.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,
hasil penerimaan pajak harus disetor di Kas Daerah
selambat-Iambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu tertentu yang
ditcntukan dengan Peraturan Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal15

(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(2) Bupati atas perrnohonan Wajib Pajakselelah memenuhi
persyaratan yang ditenlukan dapal memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak dengan bunga 2% (dua persen) sebulan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,
penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan
pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Pajak yang lerutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
Sural Keputusan Pembelulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak
pada waktunya dapat dilagih dengan Sural Paksa.

(2) Penagihan pajakdengan Sural Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraluran perundang-undangan.

Pasa! 17 .
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Pasal 17

(1) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat
dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan
7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) (Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak
harus melunasi pajak yang terutang.

(3) (Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati
iltilll f1Pjilbilt yang ditunjuk.

Pasal 19

(1) Apabil~J jllllliah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalalll jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Surat
Teguran, Sural Peringatan alau surat lain yang sejenis, jumlah
pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Bupati Illenerbitkan Sural Paksa segera setelah lewat 21 (dua
puluh satll) hari sejak tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan
atau surat lain yan!Jsejenisnya.

Pasal20

Apabila pajak . yang harus dibayar tidak dilunasi dalalll jangka
wa!<tu 2 x 24 ja\Jl sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati
segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 21

Setelah dilaksanakan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi
hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
pelaksanaan perintah rnelaksanakan penyitaan, Bupati mengajukan
perrnintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor Lelang
Negara.

Pasal 22 .
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Pasal22
Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal,jam dan
tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera
secara tertulls kepada Wajib Pajak.

Pasal23

Bentuk, jenis, isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan
pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BABX

PEI\lGURANG)~N, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal24

(1) 8upati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sebagaimana .dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BABXI

PEMBETULAN, PEMBATALAN,

PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN

ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal25

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati
dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN
atau SKPDLB yan£Jdalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Bupati dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif

berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menu rut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD: SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan .
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d. rnembatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan rnembayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABXII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat rnengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB;

d. SKPDN; dan

e. Pernotongan atau pernungutan oleh pihak ketiga
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalarn jangka waklu paling larna 3 (liga)
bulan sejak langgal sural, langgal pernolongan alau pemungulan
sebagairnana dirnaksud pada ayal (1), kecuali jika Wajib Pajak
dapat rnenunjukkan bahwa jangka waktu itu lidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah rnernbayar
palillg sedlkll seJurnlahyang telah diselujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak rnernenuhi persyaratan sebagairnana
dirnaksud pada ayal (1), ayat (2), ayat (3), dan ayal (4) tidak
dianggap sebagai Sural Keberatan sehingga tidak
dipertirnbangkan.

(6) Tanda penerirnaan surat keberalan yang diberikan oleh Bupali
atau pejabat yar,g ditunjuk atau tanda pengiriman sural keberalan
rnelalui sural pas tercalal sebagai landa bukli penerirnaan surat
keberalan.

Pasal 27 .
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Pasal27
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,

sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
s'eluruhnycl atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
pajak yang terutan~l.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dlajukan secara tertulis dalam bal1asa Indonesia, dengan alasan
yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan
diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan
tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Pasal2g

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebellirn rnengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalarn hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar
100% (seratlls persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan
Banding c1ikurangidengan pernbayaran pajak yang telah dibayar
sebelulll rnengajukan keberatan.

BAB XIII .
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BAB XIII

PENGEMGALIAN KELEBIHAN

PEMB;WARAN PAJAK

Pasal30

(1) Atas I<elebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat
meng2ljukan permohonan pengembalian kepada Bupati secara
tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya:

a. Nama dan Alatmatwajib pajak;

b. Masa pajak;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. Alasan yang jelas.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputllsan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembaliankelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan
dan SKPDLB harusditerbitkan dalain waktll paling lama 1 (satu)
bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak atau lainnya,
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
hutang pajak.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimak~ud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB,
Bupali memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan alas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal31

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang
pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4),
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XIV .
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BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa

setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak
pidara di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa pena!Jihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. .ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung
rnaupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru! a, kedaluwarsa
penagihan dihitun!J sejak tanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huru! b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal33

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal34

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi
insenti! atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pembel'ian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang tata cara
pemberian dan pernanfaatan insentif.

BAB XV!. .
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BAB XVI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal35

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib
Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk
menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2)' Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
terhadap tenaga ahll yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu
dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah. '

(3) DikccuCllikClndari ketentuan sebagaimana dimaksud pad<Jayat (1)
dan ayal (2) adalah:

a pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi alau
saksi ahli dalalll sidang pengadilan;

b. pejabat dan/alau tenaga ahli yang ditelapkan oleh Bupati
untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga
ne!~ara atau inslansi Pemerintah yang berwenang
melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepenlingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin
lertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
lenaga ahli seb'lgaimana dimaksud pada ayal (2), agar
memberikan keterangan, memperlihatkan bukli tertulis dari alau
lenlang Wajib Pajak kepada pihak yang dilunjuk.

(5) Unluk kepenlingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara
pidana alau perdala, alas perminlaan hakim sesuai dengan
Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdala, Bupati dapat
memberi izin lertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dan lenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayal
(2), untuk memberikan dan memperlihalkan bukli lertulis dan
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayal (5) harus
menyebulkan nama lersangka atau nama lergugal, keterangan
yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata
yang bersangkulan dengan kelerangan yang diminla.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal36

(1) Pejabal Pegawai Negeri Sipil lertenlu di lingkungan Pemerinlah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

(2) Penyidik .
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di Iingkungan Pemerintah Daerah
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyiclik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
'a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di
biclang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan
yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan .sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tind8k pidana di bidang perpajakan Daer;~h;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pernbukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

t. memlnla bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyiclikan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah;

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum rnelalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII. .....



•

•

- 19 -

BAB XVIII

KETENTUAN PI DANA

Pasal37

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan kelerangan yang lldak benar sehlngga meruglkan
keuangan Daerah c1apatdipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD
atau rnengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap .atau
melarnpirkanketerangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
larna 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 38

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak diluntut setelah
rnelampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak
atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal39

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (ernpat juta
rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Supati yang dengan
sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana
dimaksud (Ialam P81sal35 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang
kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan
pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu
dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal40

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.

BAB XIX .
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BAS XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2008, langgal 21 Juli
2008 tenlang Pajak Penerangan Jalan dicabut dan dinyalakan lidak
berlaku.

Pasal42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada langgal 01 Januari 2011.

Agar seliap orang mengelahuinya, memerinlahkan pengundangan
Peraluran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupalen Musi Banyuasin.

20.10

TARIS DAERAH

j"ANAFI
LEMBARAN DAERAH KABLJPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2010 NOMOR: (Do
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